Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Volume. 5, Nomor. 3 September 2025

e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Hal. 127-139

DOI: https://doi.org/10.55606 /khatulistiwa.v5i3.6593

Available Online at: https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa

OPEN.:;.-.“-:? AGOran @

./

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Perdata
di Indonesia Melalui Akta Notaris

Ayu Cahya Widianingrum!”, Siti Malikhatun Badriyah?
12 Universitas Diponegoro, Indonesia
ayucahyawidia@gmail.com !, sitimalikhatun@lecturer.undip.ac.id ?

Alamat: J1. Prof. Soedarto No.13, Tembalang, Kota Semarang 50275
Korespondensi penulis: ayucahyawidia@gmail.com*

Abstract. This article examines the role and responsibility of notaries in resolving civil disputes in Indonesia
through notarial deeds. Notaries play a crucial role as officials authorized to create authentic deeds that provide
legal certainty and serve as strong evidence in civil legal processes. This study employs a literature review method
by analyzing various legal sources, journals, and regulations related to notarial practice and dispute resolution.
The findings reveal that notarial deeds function not only as the basis for agreements but also as primary
instruments in effectively resolving legal conflicts. However, notaries face several challenges, including limited
public understanding, external pressures, and rapid technological developments. Therefore, strengthening
regulations, enhancing notary competence, utilizing technology, and public education are essential to improve
the role of notaries in ensuring legal certainty and dispute resolution. This study offers strategic recommendations
to reinforce the notary's function as a cornerstone of Indonesia’s civil legal system.
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Abstrak. Artikel ini mengkaji peran dan tanggung jawab notaris dalam penyelesaian sengketa perdata di
Indonesia melalui akta notaris. Notaris memiliki peranan penting sebagai pejabat pembuat akta otentik yang
memberikan kepastian hukum serta menjadi alat bukti kuat dalam proses hukum perdata. Studi ini menggunakan
metode studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber hukum, jurnal, dan regulasi terkait praktik
kenotariatan dan penyelesaian sengketa. Hasil kajian menunjukkan bahwa akta notaris tidak hanya berfungsi
sebagai dasar pembuatan perjanjian, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan konflik hukum
secara efektif. Namun, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi notaris, seperti keterbatasan pemahaman
masyarakat, tekanan eksternal, serta perkembangan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, penguatan regulasi,
peningkatan kompetensi notaris, pemanfaatan teknologi, dan edukasi publik menjadi hal penting untuk
meningkatkan peran notaris dalam menjamin kepastian hukum dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini
memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat fungsi notaris sebagai pilar utama sistem hukum perdata di
Indonesia.

Kata kunci: Notaris, Akta Notaris, Sengketa Perdata, Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum.

. LATAR BELAKANG

Dalam sistem hukum di Indonesia, notaris memegang peranan yang sangat penting
terutama dalam pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata
hukum. Akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah, namun juga dapat
menjadi alat penting dalam penyelesaian sengketa perdata. Dengan adanya akta notaris, para
pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi memiliki kepastian hukum yang lebih
terjamin (Afriana, 2020a). Hal ini sangat relevan mengingat sengketa perdata yang kerap
muncul di masyarakat sering kali disebabkan oleh ketidaksepahaman atau perselisihan atas isi
perjanjian yang tidak didukung oleh bukti kuat. Oleh karena itu, peran notaris sebagai pembuat
akta otentik menjadi sangat strategis dalam mencegah sekaligus menyelesaikan sengketa

tersebut.
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Lebih lanjut, dalam praktik kenotariatan, notaris memiliki kewenangan dan tanggung
jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku
serta menggambarkan kehendak para pihak secara benar dan adil. Hal ini menuntut notaris
tidak hanya berperan sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga sebagai mediator hukum yang
berupaya mencegah terjadinya perselisihan (Hanafi et al., 2023). Jika sengketa perdata tetap
muncul meskipun telah dibuat akta notaris, maka akta tersebut dapat menjadi alat bukti primer
dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dengan demikian, kualitas dan integritas
akta notaris menjadi aspek yang sangat menentukan dalam memperlancar proses hukum.

Namun, kenyataannya, masih terdapat banyak kasus sengketa perdata yang melibatkan
akta notaris yang diragukan keabsahannya atau di dalamnya terdapat kekeliruan substansial
yang memicu perselisihan (Afriana, 2020b). Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai
sejauh mana peran dan tanggung jawab notaris dalam mencegah serta menyelesaikan sengketa
tersebut. Apakah akta notaris benar-benar menjadi solusi efektif dalam penyelesaian sengketa
perdata, ataukah justru menimbulkan komplikasi baru? Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian
mendalam tentang aspek hukum dan praktek kenotariatan dalam konteks penyelesaian
sengketa perdata di Indonesia.

Selain itu, perkembangan dinamika sosial dan ekonomi yang semakin kompleks turut
mempengaruhi karakteristik sengketa perdata yang terjadi. Transaksi bisnis dan perjanjian
yang semakin beragam menuntut notaris untuk meningkatkan profesionalisme dan
pengetahuan hukumnya agar dapat memberikan perlindungan hukum maksimal kepada para
pihak (Halimatussadiah et al., 2024). Dalam konteks ini, peran notaris tidak hanya sebatas
pembuatan akta, tetapi juga memberikan pemahaman hukum yang memadai agar para pihak
dapat mengambil keputusan dengan informasi yang jelas dan lengkap. Dengan demikian,
notaris dapat berkontribusi dalam mengurangi potensi terjadinya sengketa sejak awal.

Lebih jauh lagi, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kenotariatan di
Indonesia telah memberikan batasan dan kewenangan tertentu kepada notaris. Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya menjabarkan
tugas, kewenangan, dan tanggung jawab notaris secara rinci. Namun, dalam praktiknya, masih
terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya
secara optimal, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa perdata melalui akta notaris
(Fadlillah, 2021). Oleh karena itu, penegakan aturan serta pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas notaris perlu terus diperkuat agar fungsi kenotariatan dapat berjalan efektif.

Pentingnya peran notaris dalam penyelesaian sengketa perdata juga berimplikasi pada

aspek perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagai pejabat umum, notaris wajib menjaga
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netralitas dan profesionalisme agar kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan tetap
terjaga. Kesalahan atau kelalaian notaris dalam pembuatan akta dapat berakibat pada
munculnya sengketa baru yang merugikan para pihak dan merusak citra profesi notaris itu
sendiri. Oleh karena itu, kajian yang komprehensif tentang peran dan tanggung jawab notaris
sangat dibutuhkan sebagai landasan untuk memperbaiki dan mengembangkan praktik
kenotariatan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran
dan tanggung jawab notaris dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia melalui akta
notaris. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana
notaris berkontribusi dalam proses hukum perdata, kendala-kendala yang dihadapi, serta solusi
yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas peran notaris dalam menjamin kepastian
hukum dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan menjadi

kontribusi penting bagi pengembangan hukum dan praktik kenotariatan di Indonesia.

. KAJIAN TEORITIS

Dalam perspektif hukum perdata, notaris memegang fungsi strategis sebagai pejabat
umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik yang dijadikan alat bukti paling kuat
di pengadilan. Teori otentisitas akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan
bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang
berwenang, sesuai bentuk dan tata cara yang ditentukan undang-undang. Notaris, sebagai salah
satu pejabat dimaksud, memberikan jaminan hukum terhadap isi dan keabsahan akta. Melalui
pendekatan teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch, akta notaris menjadi perwujudan
formal dari perlindungan hak-hak perdata para pihak, dengan kekuatan pembuktian sempurna
yang tidak mudah digugat (Puspitasari, 2024).

Teori fungsi sosial hukum juga menjadi landasan penting dalam memahami tanggung
jawab notaris. Notaris bukan hanya perpanjangan tangan negara dalam mencatat perjanjian,
tetapi juga aktor yang aktif dalam mencegah potensi sengketa melalui verifikasi, penjelasan
hukum, dan penjaminan keabsahan transaksi. Dalam konteks ini, peran notaris selaras dengan
teori preventive law yang menekankan pentingnya intervensi hukum sebelum konflik muncul.
Dengan melakukan validasi hukum terhadap dokumen dan menjamin kehendak bebas para
pihak, notaris membantu menciptakan struktur perdata yang lebih stabil dan minim konflik
(Cahyaningsih, 2020).

Teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence Friedman menegaskan bahwa

efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum. Hambatan
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dalam praktik kenotariatan seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, tekanan eksternal,
dan ketidakpastian regulasi menunjukkan adanya tantangan struktural yang harus diatasi. Oleh
karena itu, penguatan kapasitas notaris, pembaruan regulasi, serta modernisasi teknologi
menjadi bagian dari reformasi sistemik untuk menjaga fungsi notaris tetap relevan dalam
penyelesaian sengketa perdata. Dengan kerangka teori ini, peran notaris dapat dipahami

sebagai bagian integral dari sistem hukum yang adaptif dan berkeadilan (Chaerani, 2014).

. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) sebagai pendekatan
utama untuk mengkaji peran dan tanggung jawab notaris dalam penyelesaian sengketa perdata
di Indonesia melalui akta notaris. Studi literatur dipilih karena fokus penelitian ini adalah
menganalisis dan menginterpretasikan berbagai sumber pustaka yang relevan seperti buku
hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen
kebijakan yang terkait dengan praktik kenotariatan dan penyelesaian sengketa perdata. Proses
pengumpulan data dilakukan dengan cara sistematis melalui penelusuran literatur yang
kredibel dan mutakhir, baik dari sumber cetak maupun sumber elektronik yang tersedia di
perpustakaan dan database online. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh
gambaran teoritis dan praktik terbaik yang sudah ada serta mengidentifikasi gap dan tantangan
yang dihadapi dalam konteks hukum kenotariatan di Indonesia.

Selanjutnya, data dan informasi yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan teknik deskriptif analitis. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara
mendalam konsep, regulasi, serta implementasi peran notaris dalam penyelesaian sengketa
perdata yang diuraikan dalam literatur. Peneliti melakukan komparasi dan sintesis berbagai
pendapat ahli, hasil penelitian terdahulu, serta ketentuan hukum yang relevan agar dapat
memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis. Dengan metode studi literatur ini,
penelitian dapat menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang berbasis pada kajian teori
dan fakta hukum yang telah terverifikasi, sekaligus memberikan kontribusi untuk

pengembangan praktik kenotariatan di Indonesia.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa
Perdata

Notaris memiliki posisi strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia karena
kewenangannya untuk membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna. Akta otentik yang dibuat oleh notaris bukan sekadar dokumen biasa, melainkan
dokumen resmi yang secara hukum dianggap benar dan mengikat para pihak (Raihani &
Hidayati, 2024). Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, akta otentik ini seringkali
menjadi dasar utama bagi hakim dalam memutus perkara karena kredibilitas dan kekuatan
pembuktiannya di pengadilan. Peran notaris dalam pembuatan akta otentik tersebut menjadikan
profesi ini sangat penting sebagai upaya preventif dalam mencegah munculnya perselisihan di
kemudian hari.

Selain itu, notaris bertanggung jawab memastikan bahwa setiap akta yang dibuat
memenuhi kaidah hukum formal dan material yang berlaku, sehingga akta tersebut dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Notaris juga harus memastikan bahwa isi akta
mencerminkan kehendak bebas para pihak tanpa adanya paksaan atau unsur penipuan (Bintang
et al., 2025). Dengan demikian, akta otentik yang dibuat tidak hanya menjadi bukti legal, tetapi
juga mencerminkan kesepakatan yang adil dan transparan antara para pihak. Hal ini tentunya
meminimalkan potensi munculnya sengketa karena terdapat kejelasan hak dan kewajiban yang
dituangkan dalam akta.

Lebih jauh, peran notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga
memberikan penjelasan hukum kepada para pihak sebelum akta dibuat. Fungsi edukasi ini
sangat penting agar para pihak memahami konsekuensi hukum dari isi perjanjian yang mereka
sepakati. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan para pihak tidak akan mudah mengalami
konflik di masa depan karena kesalahpahaman. Dalam hal ini, notaris bertindak sebagai
penengah dan pemberi arahan hukum yang objektif demi kepentingan semua pihak yang
terlibat.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua akta notaris dapat sepenuhnya mencegah
sengketa (Anuddin & Siswanto, 2024). Terkadang terjadi perselisihan karena adanya
kekeliruan, ketidaksempurnaan, atau perubahan keadaan setelah akta dibuat. Meski demikian,
keberadaan akta otentik tetap memberikan dasar hukum yang kuat untuk penyelesaian sengketa
secara adil. Dalam proses litigasi, hakim akan mengacu pada isi akta sebagai titik tolak dalam
memeriksa dan menilai kebenaran klaim para pihak. Oleh karena itu, peran notaris sangat

menentukan dalam membangun fondasi penyelesaian sengketa perdata yang efektif.
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Peran notaris dalam pembuatan akta otentik harus dijalankan dengan profesionalisme
tinggi dan integritas moral yang kuat. Karena kekuatan hukum akta yang dihasilkan berdampak
besar pada kehidupan hukum dan ekonomi masyarakat, maka kualitas pelayanan dan tanggung
jawab notaris sangat penting untuk menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, masyarakat
dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal serta terhindar dari sengketa yang

berlarut-larut.

Tanggung Jawab Notaris dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Perdata

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang besar
untuk mencegah timbulnya sengketa perdata sejak tahap awal pembuatan akta. Notaris harus
melakukan pemeriksaan yang cermat dan menyeluruh terhadap semua dokumen dan informasi
yang diberikan oleh para pihak untuk memastikan keabsahan dan kebenaran data (Reynaldi &
Adjie, 2023). Kewajiban ini termasuk memastikan bahwa para pihak adalah subjek hukum
yang berhak melakukan perbuatan hukum dan bahwa isi akta tidak bertentangan dengan
hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan begitu, notaris berkontribusi langsung dalam
mencegah munculnya masalah hukum yang dapat berujung pada sengketa.

Lebih dari itu, notaris juga harus menjelaskan dengan gamblang hak dan kewajiban para
pihak sebelum mereka menandatangani akta. Penjelasan ini penting untuk menghindari
kesalahpahaman yang sering menjadi akar konflik. Sebagai pihak yang netral, notaris wajib
memberikan pemahaman hukum secara objektif tanpa memihak salah satu pihak. Tanggung
jawab ini menuntut notaris memiliki kemampuan komunikasi dan wawasan hukum yang
memadai agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan beretika.

Dalam praktiknya, pencegahan sengketa tidak hanya terpaku pada pembuatan akta saja,
melainkan juga mencakup pemberian saran dan konsultasi hukum kepada para pihak. Notaris
dapat memberikan rekomendasi solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak
secara adil. Dengan demikian, notaris turut berperan sebagai konsultan hukum yang membantu
meringankan potensi perselisihan (Daeli et al., 2025). Hal ini akan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap profesi notaris sekaligus menambah nilai tambah dalam pelayanan
kenotariatan. Namun demikian, tanggung jawab notaris dalam pencegahan sengketa juga
memiliki batasan. Notaris bukanlah pengacara atau mediator yang dapat menyelesaikan
seluruh konflik, melainkan pejabat pembuat akta dengan kewenangan tertentu yang harus
tunduk pada prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, apabila sengketa tetap terjadi,
tugas notaris berakhir pada tahap pembuatan akta dan bukan pada penyelesaian sengketa itu

sendiri. Meski begitu, akta yang dibuat oleh notaris menjadi dokumen penting yang dapat
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memperkuat posisi para pihak dalam penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga
alternatif.

Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab notaris dalam pencegahan sengketa juga harus
didukung oleh sistem pengawasan dan regulasi yang ketat dari organisasi profesi dan
pemerintah. Pengawasan ini bertujuan memastikan notaris menjalankan tugasnya sesuai
standar profesional dan kode etik yang berlaku (Windhatria et al., 2024). Dengan adanya
mekanisme pengawasan yang efektif, diharapkan tingkat kesalahan dan kelalaian notaris dapat
diminimalkan sehingga perlindungan hukum kepada masyarakat semakin terjamin.

Secara keseluruhan, tanggung jawab notaris dalam mencegah sengketa perdata
merupakan bagian integral dari tugas kenotariatan yang memerlukan komitmen tinggi terhadap
prinsip hukum, etika, dan pelayanan prima. Dengan menjalankan tanggung jawab ini secara
konsisten, notaris dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan ketertiban dan
kepastian hukum di masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa percaya yang kuat terhadap

institusi kenotariatan.

Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum
acara perdata di Indonesia. Sebagai alat bukti primer, akta otentik yang dibuat oleh notaris
dapat menjadi landasan utama dalam menguatkan posisi hukum salah satu pihak dalam
sengketa (Anindita & Priyono, 2025). Dalam persidangan, hakim akan menjadikan akta notaris
sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna kecuali terbukti sebaliknya.
Oleh karena itu, keberadaan akta notaris menjadi instrumen yang sangat strategis dalam
menyelesaikan sengketa perdata secara efisien dan adil.

Lebih jauh lagi, akta notaris yang memuat kesepakatan para pihak dapat menghindarkan
proses penyelesaian sengketa yang panjang dan berbelit. Dengan adanya akta tersebut, hakim
dapat memutus perkara berdasarkan fakta yang tertulis jelas dan mengikat. Hal ini
memudahkan hakim dalam menginterpretasikan hak dan kewajiban para pihak serta
menghindari pembuktian yang rumit dan mahal. Oleh sebab itu, akta notaris menjadi alat yang
sangat penting dalam mempercepat penyelesaian sengketa perdata.

Tidak hanya di pengadilan, akta notaris juga dapat berfungsi sebagai dasar penyelesaian
sengketa melalui jalur alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Para pihak dapat menggunakan
isi akta sebagai bahan diskusi untuk mencapai kesepakatan damai (Alini et al., 2025). Dalam
banyak kasus, adanya akta notaris yang jelas dan lengkap mampu mendorong para pihak untuk

menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan tanpa harus melanjutkan ke proses litigasi.
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Dengan demikian, peran notaris tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan akta, tetapi juga
berkontribusi pada upaya penyelesaian sengketa secara damai.

Meski demikian, perlu diakui bahwa akta notaris tidak selalu mutlak menyelesaikan
semua sengketa. Adakalanya isi akta diperdebatkan atau terdapat fakta-fakta baru yang tidak
tercantum dalam akta sehingga menyebabkan perselisihan tetap berlangsung. Oleh karena itu,
penting bagi notaris untuk membuat akta yang rinci dan akurat serta melibatkan semua aspek
yang relevan demi meminimalisasi potensi sengketa di masa depan. Kualitas akta notaris sangat
menentukan efektivitasnya sebagai alat bukti yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, peran notaris sebagai pembuat akta harus senantiasa menyesuaikan dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Inovasi dalam teknik pembuatan akta,
seperti penggunaan teknologi digital, dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas
dokumen hukum (Ratnagung, 2024). Namun demikian, aspek keamanan dan keabsahan akta
harus tetap dijaga agar tetap memiliki kekuatan hukum yang sama seperti akta konvensional.
Dengan demikian, akta notaris akan terus relevan dan efektif dalam penyelesaian sengketa
perdata di era modern.

Kesimpulannya, akta notaris adalah instrumen hukum yang sangat vital dalam proses
penyelesaian sengketa perdata. Peranannya sebagai alat bukti utama memberikan kepastian dan
kejelasan hukum kepada para pihak serta mendukung penegakan hukum yang adil dan efisien.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan profesionalisme notaris dalam pembuatan akta
merupakan hal yang tidak dapat ditawar demi terciptanya sistem penyelesaian sengketa yang

handal dan terpercaya.

Hambatan dan Tantangan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Akta
Notaris

Meskipun peran notaris sangat penting dalam penyelesaian sengketa perdata, dalam
praktiknya terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh notaris. Salah satu
kendala utama adalah kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap fungsi dan
kewenangan notaris. Hal ini menyebabkan para pihak kadang tidak serius dalam melibatkan
notaris atau mengabaikan pentingnya akta otentik, sehingga potensi munculnya sengketa
menjadi lebih besar. Kurangnya edukasi hukum kepada masyarakat menjadi salah satu faktor
yang memperlemah efektivitas peran notaris dalam mencegah dan menyelesaikan perselisihan.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi notaris adalah adanya tekanan dari pihak-pihak
berkepentingan yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sesuai hukum.

Notaris dapat dihadapkan pada situasi dilematis ketika ada permintaan untuk membuat akta
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dengan isi yang merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan aturan perundang-
undangan (Isma et al., 2025). Kondisi ini menguji profesionalisme dan integritas notaris dalam
menjalankan tugasnya. Jika notaris gagal menjaga independensi, hal tersebut tidak hanya
merugikan para pihak, tetapi juga dapat menimbulkan sengketa baru serta mencederai citra
profesi.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi notaris. Di
satu sisi, digitalisasi dokumen dan tanda tangan elektronik menawarkan kemudahan dan
efisiensi, namun di sisi lain, hal ini menimbulkan risiko keamanan data dan kerentanan
terhadap penyalahgunaan (Tampubolon, n.d.). Notaris harus mampu menyesuaikan diri dengan
perubahan teknologi tersebut sambil tetap menjaga keabsahan dan kerahasiaan dokumen. Jika
tidak hati-hati, risiko kesalahan atau manipulasi dokumen dapat berkontribusi terhadap
timbulnya sengketa yang sulit diselesaikan.

Selanjutnya, tantangan regulasi juga menjadi perhatian penting. Meski Undang-Undang
Jabatan Notaris telah memberikan kerangka hukum yang jelas, dalam praktik terdapat
ketidakpastian hukum terkait beberapa aspek pelaksanaan tugas notaris. Hal ini terkadang
menimbulkan interpretasi yang berbeda antara notaris dan pihak lain, bahkan dalam proses
penyelesaian sengketa. Ketidakpastian ini dapat memperlama proses hukum dan menimbulkan
ketidakpuasan para pihak. Oleh karena itu, perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang
konsisten sangat dibutuhkan.

Tidak kalah penting, terbatasnya pengawasan dan penegakan kode etik juga menjadi
hambatan yang cukup serius. Meskipun terdapat organisasi profesi notaris yang bertugas
mengawasi, namun dalam kenyataannya masih ada praktik-praktik maladministrasi yang sulit
ditindaklanjuti secara tegas (Kurniawan, 2025). Hal ini berpotensi menimbulkan praktik tidak
profesional yang dapat merugikan masyarakat dan memperburuk penyelesaian sengketa.
Penguatan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi yang efektif menjadi keharusan
untuk menjaga kualitas dan kredibilitas profesi notaris.

Secara keseluruhan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam
penyelesaian sengketa perdata tidak bisa dianggap remeh. Perlu adanya sinergi antara
pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini melalui
peningkatan pendidikan hukum, penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi secara bijak, serta
penegakan kode etik dan pengawasan yang efektif. Dengan demikian, peran notaris sebagai
penjamin kepastian hukum dapat semakin optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi

Masyarakat.
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Upaya Penguatan Peran Notaris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Untuk meningkatkan efektivitas peran notaris dalam penyelesaian sengketa perdata,
diperlukan berbagai upaya penguatan baik dari segi regulasi, profesionalisme, maupun
teknologi. Salah satu langkah strategis adalah melakukan pembaruan dan penyempurnaan
regulasi kenotariatan agar selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
Regulasi yang jelas dan fleksibel akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi notaris
untuk menjalankan tugasnya secara optimal tanpa mengabaikan aspek keadilan dan kepastian
hukum.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan kompetensi notaris menjadi hal yang tidak kalah
penting. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan harus dijadikan program wajib agar notaris
selalu mengikuti perkembangan ilmu hukum, teknologi, dan etika profesi (Abubakar, 2024).
Dengan kompetensi yang mumpuni, notaris dapat memberikan layanan yang lebih profesional
dan terpercaya, sekaligus mampu mengantisipasi berbagai potensi sengketa sejak tahap awal
pembuatan akta. Hal ini akan memperkuat posisi notaris sebagai aktor kunci dalam pencegahan
dan penyelesaian sengketa perdata.

Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan upaya krusial dalam penguatan peran
notaris. Digitalisasi proses pembuatan dan penyimpanan akta dapat mempercepat layanan,
mengurangi risiko kehilangan dokumen, dan meningkatkan transparansi. Namun demikian,
implementasi teknologi harus diimbangi dengan sistem keamanan data yang kuat serta
kepastian hukum atas penggunaan tanda tangan elektronik dan dokumen digital. Dengan
demikian, teknologi dapat menjadi alat pendukung yang efektif tanpa mengurangi nilai hukum
akta notaris.

Selain itu, penguatan organisasi profesi notaris dan mekanisme pengawasan menjadi
fondasi penting dalam menjaga integritas dan kualitas profesi. Organisasi profesi harus
memiliki peran aktif dalam memberikan pembinaan, melakukan pengawasan, dan menegakkan
kode etik secara konsisten (Wonggo et al., 2025). Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran
akan meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme notaris. Hal ini juga akan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan sebagai penjamin kepastian hukum.

Kemudian, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan
manfaat notaris sangat diperlukan. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya akta
otentik dan peran notaris dapat mengurangi risiko sengketa yang timbul dari transaksi yang
tidak tercatat secara legal. Pemerintah dan organisasi profesi dapat bekerja sama dalam
melakukan kampanye edukasi hukum yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama

kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum yang rentan terhadap risiko hukum.
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Kolaborasi antara notaris, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan harus diperkuat
untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam penyelesaian sengketa perdata. Notaris sebagai
pembuat akta harus didukung oleh proses hukum yang adil dan efisien dalam menindaklanjuti
sengketa yang muncul (Panjaitan, 2022). Dengan koordinasi yang baik, diharapkan
penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan akuntabel. Penguatan ini
akan memperkokoh peran notaris sebagai pilar utama dalam sistem hukum perdata Indonesia

yang berkeadilan dan terpercaya.

. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran notaris dalam sistem hukum perdata Indonesia terbukti sangat sentral terutama
dalam pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan.
Notaris tidak hanya bertugas sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga berperan sebagai
mediator dan pemberi edukasi hukum kepada para pihak agar tercipta kesepakatan yang jelas,
adil, dan bebas dari unsur paksaan atau penipuan. Melalui akta notaris, kepastian hukum
terhadap hak dan kewajiban para pihak dapat terjamin, sehingga potensi munculnya sengketa
dapat diminimalkan. Namun demikian, keberadaan akta otentik bukanlah jaminan mutlak
untuk menghindari sengketa, karena faktor-faktor lain seperti perubahan keadaan, kesalahan
teknis, atau ketidaksepahaman masih dapat memicu perselisihan. Dalam konteks ini, tanggung
jawab notaris sangat besar untuk menjalankan profesinya dengan penuh integritas,
profesionalisme, dan kewaspadaan guna memastikan bahwa akta yang dibuat memiliki kualitas
hukum yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara sah di pengadilan.

Di sisi lain, tidak dapat diabaikan bahwa notaris menghadapi berbagai hambatan dan
tantangan dalam menjalankan perannya, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat,
tekanan dari pihak berkepentingan, tantangan teknologi, hingga regulasi yang belum
sepenuhnya mengakomodasi dinamika praktik kenotariatan. Oleh karena itu, upaya penguatan
peran notaris sangat diperlukan, meliputi pembaruan regulasi yang adaptif, peningkatan
kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan
teknologi informasi secara bijak, serta penguatan organisasi profesi dan mekanisme
pengawasan yang ketat. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat dan kolaborasi erat
antara notaris, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan juga menjadi kunci untuk
menciptakan sistem penyelesaian sengketa perdata yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan notaris dapat menjalankan perannya secara
optimal sebagai pilar utama dalam memberikan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa

perdata di Indonesia.
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